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BUPATI LEBONG 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR,1.1TAHUN 2014 

TENTANG 

IPEDOMAN PELAKSANAAN 
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 

DENGANI RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan 
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 

b, bahwa agar penyelenggaraan Program JKN dapat berjalan 
dengan elektif dan efisien dipertukan suatu pedoman 
petaksanaan, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati, 

1, Ur>dang•Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia 2004 Nomor 
47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286): 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahlang di Provinsi 
Be,ngkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia 
Nomor 4349); 

3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 



4. Unedang-Undang Nomor 32 Talhun 2004 tentang Pemerinlah 
Da,erah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah be'berapa kali diubah, terakhlir 
demgan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentarng 
peaubahan kedua alas Undar,g-Undang Nomor 32 Tahum 
2004. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Ke,uangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerlntah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saki! 
(Lembaran Negara Republik lllldonesia Tahun 2009 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republilk Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 lahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Rep_ublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. T ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
temtang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan etas 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



Menetapkan 

12. Pe:raluran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Ptoauk Hukum Daerah. 

13. Pe,aturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Oaerah 
Ka'bupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Alas Peraturan Daerah Kabupaten lebong Nomor 1 Tahun 
2008. 

14. Pe;raturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun 
2014; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENT ANG PEOOMAN 
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL (JKN) RSU0 KABUPATEN LEBONG 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupater, Lebong. 
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten lebong. 
4. Rumah Saki! Umum Daerah yang selanjutnya dimaksud RSUD Kabupaten 

Lebong adalah Rumah Sak~ Umum Oaerah Kabupaten Lebong. 
5. Program Jaminan Kesehalan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa 

pertindungan kesehatan agar pese11a memperoleh manfaat pemellharan 
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi lcebutuhan dasar kesehatan 
yang diberikan kepada setiap orang yang teiah membayar iuran atau iurannya 
dibayar oleh pemerln tah. 

6. Layanan Kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemberi Pelayanan 
Kesehatan (PPK) yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat 
melalui upaya kreatif serta meningkatkan derajat k.esehatan. 



7. Pelayanan befjenjanog dan terstruktur adalah Pelayanan Kesehatan yang 

diberikan kepada Peserta metalui Rawat Jalan. UGO, Rawat lnap, Kebidanan, 
Laboratorium, Obat-obatan dan Radiologi, 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 
Pasal 2 

Program Jaminan Keseha.tan Nasional (JKN) dimaksudkan untuk memberikan 
perllndungan bagi seluruh masyarakat, yang pembiayaan kesehatannya dijamin oleh 
Pemerintah. 

Pasal 3 

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk meningkatkan akses 
dan untuk pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat di Rumah Sakit 
secara etektit dan efisien, 

BAB Ill 
RUANG LINGKUP PROGRAM JAMINAN 

KESEHATAN NASIONAL (JKN) 
Pasal 4 

Ruang Lingkup Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RSUD meliputl : 

a. Pelayanan Rawat Jalan 
b. Pelayanan IGD 
c, Pelayanan Rawat lnap 
d. Pelayanan Kebidanan 
e. Pelayanan Radiologi 
f, Pelayanan Laboratortium 
g. Pelayanan Ketarmasian 

h. Pelayanan Rujukan 

PasalS 
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibiayai dari dana 
BPJS Kesehatan, 



BABIV 
PENOANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 

Pasal 6 

1) Pendanaan program JKN bersumber dari · 
Dana pelayanan kesehatan program Jamlnan Kesehatan Nasional (JKN) 
disalurkan secara langsung darl BPJS Kesehatan Bengkulu ke rekening 
RSUD Kabupaten Lebong melalui Bank Pembangunan Daerah Bengkulu 
Cabang Muara Aman. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap. 

2) Pencairan dana dengan cara pengajuan klaim berdasarl<an tarif INA-CBG's 
yang telah diverlfikasi oleh verifikator BPJS RSUD Lebong. 

Pasal7 

Pembayaran dana JKN melalui bendahara penerlmaan RSUD untuk dibukukan, 
selanjutnya penarikan dilakukan oleh bendahara pengeluaran RSUD untuk 
dldistribusikan ke Unit Pelayanan 

BABV 
BESARAN JASA PELA YANAN PROGRAM JKN 

Pasal8 

Besaran pembagian jasa pe!ayanan medis program JKN adalah sebagai benkul : 

NO JENIS PELAYANAN BESARAN BIAVA 

1 Jasa medis sesuai peraturan 44% Dari total klaim 
Kemenkes 

2 Penyediaan obal-obatan dan BHP 21 % Dari total klaim 

3 Peounjang Pelayanan 13% Dari total klaim 

4 Operasional Pengelo!a 17 % Dari total klaim 

5 Setoran PAD 5% Dari total klalm 



BABVI 
PENUTUP 

Pasal9 

Peraturan Bupali ini mulai berlaku sejak Januari 2014 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Senta Daerah Kabupatenlebong. 

Ditetapkan di Tu'bei • 2014 
pada ianggal b.S- - /lllf-1 - ,:,, •'I • 

~ H. ROSJONSYAH 

Diundangkan di Tubei • 
pada tanggal 11~ - /VI,,, - 2.014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG 

~ 
H. ARB"IN AMALUDDIN 

BERIT A DAERAH KABUPA TEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR .. _µ ....... . 
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